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BUPATI OGAN ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: (& TAHUN 2010
TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BUPATI OGAN ILIR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat { 1 ) Peraturan Pemarintah
Momor 63 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Ogan llir tentang pemberian dan pemanfaatan insentif pamungulan pajak daerah
dan retribusi dagrah.

Pasal 5 ayat | 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indanesia;

. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ||

dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomer 73
Tarmbahan Lembaran Negara Momor 1821);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, fentang Pemerintahan Diaerah
(Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4437, ssbagaimana felah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000, | Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2008 No. 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ho. 4844 ) ;

Undang-Undang Rl Momor 33 Tahun 2004, tentang Permbangan Keuangan anfara
Pemerintah Pusal dan Pemerintah Dagrah (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
4438);

. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah | Lembaran Negara Republik Indonasia tahun 2008 Nemor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momaor 5049 )

Peraturan Pemerintah Momor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
[ Lembaran Megara RI Tahun 2007 Nomor 89 )

Paraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 fentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118},

. Peraturan Mentari Dalam Megeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Paraturan Menter Dalam Meger Momer 13 tahun 2006 temtang Pedoman
Pengeloldan Keuangan Daerah.

. Peraturan Menferi Dalam Megeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Refribusi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cgan llir,

Pajak Daersh, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Dasrah yang ferutang oleh orang pribadi atau badan vyang bersifal memaksa
berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperuan Daerah bagi sebesar - besamya kemakmuran rakyat,

Refribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Refribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran aftas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

Pemungutan adalah sualu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau refribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Waib
Retribusi serta pengawasan penyeforannya.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang
ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara
triwulan dalam peraturan kepala daerah .

Tenaga lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi pelaksana
pemungut pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan,

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insenfif pemungutan Fajak dan Refribusi dilaksanakan
herdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalifas disesuaikan dengan besamya
tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah



BAE Il
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.

{(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan
kepada :

a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi
sesual dengan tanggung jawab masing - masing

b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. sekretans daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

]
d. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada fingkat desalkelurahan dan
kecamaran, kepala desal lurah atau sebufan lain dan camat, dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksanaan Pemunguian Pajak; dan

e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

(3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris
daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan
dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang
bersangkutan.

Pasal 4

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila
mencapal kinerja terlentu

(2)  Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dimaksudkan unfuk meningkatkan :
a. Kinerja Instansi;
b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
¢. Pendapatan daerah; dan
d. Pelayanan kepada masyarakat .

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setfiap
triwulan pada awal triwulan berikutnya.



(5)

Dalam hal target kinerja suatu tiwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target
kinerja yang ditentuka

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,
tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya,

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 5

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang di
tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara
triwulanan dengan pemnghitungan sebagai berikut :

(1)

Target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi, untuk :

a. sampai dengan triwulan | : 15 % ( lima belas perseratus )

b. sampai dengan triwulan || - 40 % ( empat puluh perseratus)

¢. sampai dengan triwulan (Il 275 %[ tujuh puluh lima perseratus)
d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)

apabila pada akhir triwulan | realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus)
atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan |1,

apabila pada akhir triwulan kurang | realisasi kurang dari 15% (lima belas
perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.

Apabila pada akhir friwulan I realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus),
atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan | yang belum dibayarkan dan triwulan
1.

Apabila pada akhir triwulan |l realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus),
Insentif untuk triwulan [l belum dibayarkan pada awal triwulan IIl.

Apabila pada akhir triwulan Il realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh limah
perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV,
]

Apabila pada triwulan [l realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus),
atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan 1V,

Apabila pada akhir triwulan || realisasi mencapai 100% (seratus Perseratus) atau
lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.

Apabila pada akhir triwuln 1V realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus),
tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk
triwulan Il dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.



Pasal 6
i

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Refribusi sesuai dengan ketentuan
perataturan perundang — undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7
(10) Besamya Insentif ditetapkan paling tinggi;

8% {lima perseratus) Dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam
tahun anggam berkenaan untuk fiap jenis pajak dan Retribusi,

(11)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan,

Pasal§

(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2} huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realizasi
penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan

a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 { satu trliun rupiah ), paling
tinggi 6 { enam ) kali gaji pokok dan tunjangan melekat ;

b. Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu friliun rupiah ) sampai dengan Rp
2.500.000.000.000,00 ( dua triliun lima ratus milyar rupiah ) , paling
tinggi 7 ( tujuh ) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;

¢. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00 ( dua triliun ima ratus milyar rupiah
) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 { tujuh tiliun lima ratus
milyar rupiah ), paling tinggi 8 ( delapan ) kali gaji pokok dan
tunjangan yang meleka ;

d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 { tujuh triliun lima ratus milyar
rupiah }, paling tingai 10 { sepuluh ) kali gaji pokek dan tunjangan
yang melekat,

(2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat [2) huruf d ditetapkan paling tinggi
sebasar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditelapkan berdasarkan
kefentuan pasal 6.

{3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dengan

Pasal 3 ayat (2) huruf e difetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus)
dari besamya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan padal 6.

(4] Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebin, harus disstorkan ke kas daerah sebagai
penerimaan daerah,



Pasal 9

Penerimaan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan
besaranya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

()

BAB I
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

' Pasal 10

Kepala Instansi Pelaksana  Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun
penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/ atau Retribusi berdasarkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek

belanja Pajak.

Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan
jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian
objek belanja Retribusi.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada fahun
anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan dilakukan sesua
ketentuan Peraturan Bupati ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan liir,

Ditetapkan di Indralaya

) pada tanggal, | Prértmpep 2010
PATI OGAN ILIR,

YAHYA



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian Insentf uniuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010 dan ditakukan sesuai
ketanluan Peraturan Bupati ini,

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai beraku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan llir.

Ditefapkan di Indralaya
pada tanggal, b Westmeep 2010
BUFATI QGAN ILIR,
dto
MAWARD] YAHYA
Diundangkan di Indralaya

t
pada tanggal, 1} VesEger 2010
/ PLT. SEKRETARIS D&ERA.HE)

A. NAHROWI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR “ﬂ"" TAHUN 2010



